
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 

NOMOR 142 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat. Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar. Negara 
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-t.Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Norr.or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Pcrubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

13. ?eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

14. ?eraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6385); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tcntang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 655); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 4); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010 
tcntang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 06); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2019 Nomor 10); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2020 Nomor ); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

Pasal 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp1.686. 563.217.409,00 berkurang sejumlah Rp170. 591.461.203,26 
sehingga menjadi Rp1

.515.971.756.205,74 dengan rincian scbagai berikut : 



1. Pendapatan 
a. Semula 	 Rp1.615.249.521.924,00 

b. Berkurang 	 Ro(119.740.703.837,00)  
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.495.508.818.C87,00 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 	 Rp1.684.463.217.409,00 
b. Berkurang 	 Rp(168.691.461.203.26)  
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Ro1.515.771.756.205 74 

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp(20.262.938.118,74) 

3 Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
1) Semula 	 Rp71.313.695.485,00 
2) Berkurang 	 Ro(50.850.757.366,26) 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
1) Semula 	 Rp2.100.000.000,00 
2) Berkurang 	 Ro(1.900.000.00,00)  
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp200.000.000,00  
setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp20.262.938.118,74 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah perubahan (SILPA) Rp0,00 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati. 

Pasal 3 

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum terscdia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APED, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 
kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Kriteria belanja untuk pengeluaran mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Rp20.462.938.118,74 
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Pasal 4 

Lampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru. 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 8 Oktober 2020 

BUPATI KOTABARU, 

1
/ 

 MUHAMMAD SYARIFUDDIN 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 8 Oktober 2020 

SEKRETARIS DA RA BUPATEN KOTABARU, 

SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAI-IUN 2020 NOMOR 142 
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